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MOTTO 

                  

“Dan kewajiban (orang tua) ayah memberi makan dan pakaian kepada anak dan 

ibunya dengan cara yang ma’ruf (baik dan wajar)”.
1
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memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau 

berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Solawat dan 

salam selalu terlimpahkan kepada rasul kita Nabi Muhammad SAW. 

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada orang yang sangat kukasihi dan 
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Ibunda Dan Ayahanda Tercinta 

(Mazna Dan Asnawi) 
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kupersembahkan karya ilmiah ini kepada ibu dan ayah yang tlah memberikan 

kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada 
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Terima kasih ibu…Terima kasih Ayah… 
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ABSTRAK 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana 

orang tua yang menelantarkan anak berdasarkan hukum positif dan hukum islam. 

Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif (mencari penjelasan) 

dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pada penelitian ini dengan 

mengumpulkan literatur-literatur pustaka, seperti buku-buku, jurnal, dan tulisan-

tulisan atau data-data yang berkaitan serta artikel melalui media massa, internet 

yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Tindakan penelantaran 

anak bagaimanapun alasannya, baik UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan 

anak maupun hukum Islam, tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran 

anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-

hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku 

penelantaran anak menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 

telah ditentukan pada pasal 77 ayat 2 yang diancam dengan ancaman 5 (lima) 

tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah), sebagai mana bunyi pasal tersebut: “Penelantaran terhadap anak yang 

mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental 

maupun sosial, dipidana denga pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

atau/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. 

Sedangkan dalam hukum Islam, sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku 

penelantaran anak sangat bervariatif dari yang terberat hingga yang teringan. 

Karena dalam hukum islam sanksi bagi berlaku penelantaran anak masuk dalam 

kategori jarimah ta’zir, yang berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada 

penguasa atau hakim setempat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

   Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Esa, bahkan 

akan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan 

kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus 

senantiasa dijaga dan dilindungi karna dalam diri anak melekat harkat, martabat, 

dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 dan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak anak. 

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan 

sekaligus potret masa depan bangsa dimasa datang. Generasi penerus cita-cita 

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berke

mbang, berpartisivasi  serta hak sipil dan kebebasan. 
2
  

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah 

mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan 

perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat di 

perlukan suatu Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan 

anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab 

tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak 

                                                           
2
 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Islam, (Jakarta 

Kencana,2008), hlm 1 
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harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala 

aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya 

dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga 

dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh 

hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara 

dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi 

anak, terutama dalam menjamin dalam pertumbuhan dan perkembangannya secara 

optimal dan terarah. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan 

bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 

negara merupakan rangkaian kegiat an yang dilaksanakan secara terus menerus 

demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus 

berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, 

baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk 

mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus 

bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh 

akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan 

persatuan bangsa. 

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, 

yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini 

bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh. Oleh 
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karena itu, keluarga memiliki peran yang penting dalam  perkembangan anak. 

Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan 

keluarga yang buruk akan menimbulkan pengaruh yang negatif. Karena anak 

sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, 

oleh karena itu wajar apabila faktor keluarga sangat memengaruhi perilaku anak.
3
  

Keluarga sebagai tempat anak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan  

sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Sehingga anak 

mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya 

diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih 

sayang dan pengertian, dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam 

masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan 

kemerdekaan.
4
 

 Dari keluarga itu juga akan melahirkan individu-individu baru yang akan 

meneruskan kehidupan selanjutnya. Dengan lahirnya individu-individu baru 

tersebut maka akan menimbulkan sebuah tanggug jawab yang besar yang pada 

akhirnya harus dipertanggung jawabkan oleh kedua orang tuanya. 

 Walaupun Negara Indonesia bukan merupakan Negara Islam akan tetapi 

Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya penduduk 

Indonesia yang beragama Islam akan berhadapan dengan dua hukum yang 

berbeda otoritasnya, seperti halnya dalam permasalahan tentang anak. 

                                                           
3

 Nashrina,Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia,(Jakarta.PT Raja 

Grafindo  Persada,2014), hlm 40  
4
 Darwan Prinst,Hukum Anak Di Indonesia,( Bandung :PT. Citra Aditya Bakti 1997).hlm 

103-104 
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 Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak mengenai 

Hak dan Kewajiban anak juga diatur pada pasal 28, 6 dan 7 Pasal 28 B ayat (2) 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : “Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh,  dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 6 Menyatakan bahwa setiap anak berhak 

untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. 

Pasal 7 Menyatakan bahwa: Setiap anak berhak untuk mengetahui orang 

tua nya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri dalam hal karena suatu 

sebab orang tuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam 

keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak 

asuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
5
 

 Selain hak-hak anak, dalam kehidupannya masih diperlukan adanya 

tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga hak anak dapat berjalan 

dengan baik. tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas 

hak-hak yang dimiliki anak, apa bila orang tua mampu berperan sebagaimana 

yang diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anak.
6
 

 Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

                                                           
5

 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Anak, (Bandung fokus 

media,2014), hal 6.  
6
 Gatot Supramono,Hukum Acara Pengadilan Anak,(Jakarta :Djambatan,2005),hlm 8 
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berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7
 

  Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 menentukan “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang 

tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan 

anak”.
8
 

Dalam hukum pidana “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral 

yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, ajaran kesalahan 

dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan 

tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. 

Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat 

mempidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan 

pidana  (actus reus), ddan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea).
9
 

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang 

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi 

syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan 

pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah 

asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana 

jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.
10

 

                                                           
7
, ibid hlm 3 

8
 Himpunan peraturan perundang-undangan perlindungan anak,(Bandung ,Fokus 

media,2014), hlm 35 
9
 Mahrus Saleh,Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawab  Pidana,hlm 75 

10
 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, hlm 52 



6 
 

 
 

 Pertanggung jawaban pidana Menurut Hukum Islam adalah kebebasan 

seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk 

didalam pertanggung jawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa 

yang diupayakan atau tidak diupayakan tersebut atas dasar kemauan sendiri.
11

 

Dalam Islam orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan 

sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanan kepada Allah. Anak juga merupakan 

ujian bagi setiap orang tua sebagaimana disebutkan dalam Al-qur’an surah Al-

Anfal ayat 28 yang berbunyi : 

                         

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan 

dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar.”
12

 

 Ayat tersebut diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah 

kepada orang tua adalah anak-anak mereka, itulah sebabnya setiap orang tua 

hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah 

SWT sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak  yang di didik 

mengikuti ajaran Islam maka orang tua akan memperoleh ganjaran pahala yang 

besar dari hasil ketaatan mereka. 

 Pada kenyataannya saat ini banyak kasus yang memberikan tentang 

kekeraasan pada anak. Termasuk penelantaran anak oleh keluarganya sendiri. 

Masalah dalam kehidupan ternyata tidak hanya dialami oleh orang dewasa. 

adapun contoh kasus mengenai penelantaran anak tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                           
11

 Rahmad Hakim,Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),( Bandung, Pustaka setia 2000), 

hlm 125. 
12

 QS.Al-Anfal (8) :28 
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Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan hasil 

pengawasan kasus pelanggaran anak di bidang pendidikan selama Januari hingga 

April 2019. Ia mengatakan pelanggaran hak anak mayoritas terjadi pada 

kasus perundungan. 

           Diperoleh data bahwa pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih 

didominasi oleh perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan 

kekerasan seksual," ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di 

Kantor KPAI, Jalan Teuku Umur, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019). 

Selain itu, dituturkan Retno, berdasarkan pengaduan yang diterima oleh KPAI, 

korban kekerasan psikis dan bullying masih tertinggi. Adapun anak korban 

kebijakan dan kekerasan fisik berada di posisi kedua. Sementara kasus terendah 

adalah korban pengeroyokan dan kekerasan seksual. "Anak korban kebijakan 

sebanyak 8 orang, pengeroyokan sebanyak 3 kasus, korban kekerasan seksual 

sebanyak 3 kasus, kekerasan fisik sebanyak 8 kasus. Anak korban kekerasan 

psikis dan bullying sebanyak 12 kasus dan anak pelaku bullying terhadap guru 

sebanyak 4 kasus," lanjut Retno. 

  Sementara itu, dikatakan Retno, anak korban kebijakan meliputi 

pemberian sanksi yang mempermalukan kepada anak. Karena itu, anak menerima 

sanksi yang keras setelah melakukan pelanggaran. 

  Diberi sanksi yang mempermalukan, tidak mendapat surat pindah, tidak 

bisa mengikuti ujian sekolah, siswa dikeluarkan akibat tawuran, anak dieksploitasi 

di sekolah, anak ditolak karena HIV dan anak korban kekerasan seksual 

dikeluarkan dari sekolah," lanjutnya. Berdasarkan jenjang pendidikan, lanjut 



8 
 

 
 

Retno, mayoritas kasus terjadi di jenjang sekolah dasar (SD). Dari 37 kasus 

kekerasan di jenjang pendidikan pada Januari hingga April 2019, 25 kasus terjadi 

di SD, sementara terendah ada diperguruan tinggi sebanyak 1 kasus. 

  Mayoritas kasus terjadi di jenjang pendidikan SD sederajat, yaitu sebanyak 

25 kasus atau mencapai 67 persen. Jenjang SMP sebanyak 5 kasus, SMAsebanyak 

6 kasus, dan perguruan tinggi sebanyak 1 kasus.
13

 

Contoh kasus mengenai penelantaran anak adalah sebagai berikut: 

batampos.co.id – Dua anak perempuan yang belum diketahui namannya, 

ditelantarkan orangtuanya yang diketahui bernama Ila, sejak sepekan lalu.Kini, 

kedua anak yang usianya sekitar 3 dan 4 tahun itu dititipkan Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Batam, di Rumah Perlindungan Sosial 

Anak Bunga Rampai di Panti Rehabilitasi Nilam Suri, Nongsa, Kota Batam. 

Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial, Dinsos PM Batam, Chitra Widya, 

mengatakan, kedua anak itu saat ini dalam kondisi baik dan sehat.Hingga kini, 

pihaknya masih berusaha mendapatkan informasi dari kedua anak tersebut 

mengenai orangtuanya.”Masih kami coba cari tahu. Namun, saat ini kedua anak 

tersebut tidak banyak bicara,” ujarnya.“Bahkan untuk namanya saja, mereka tidak 

tahu. Mereka hanya panggil dirinya kakak dan adik,” kata dia lagi, Jumat 

(25/10/2019). 

Ia mengungkapkan, kasus penelantaran anak ini baru pertama kali terjadi 

sepanjang 2019 ini. Menurutnya, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan 

orangtua menelantarkan anaknya. Namun yang paling umum akibat faktor 

ekonomi. Orangtua tak sanggup lagi mengurusi kedua anaknya, sehingga 

memutuskan untuk meninggalkan mereka. “Kami juga meminta keterangan dari 

pemilik rumah tempat anak ini ditinggalkan,” jelasnya.“Karena sudah lima hari 

berada di rumah tersebut, orangtua anak itu tidak kunjung datang menjemput,” 

ujarnya lagi.Perempuan yang pernah bertugas di Kantor Satpol PP Batam ini 

menambahkan, pihaknya juga masih berupaya menemukan orangtua anak 

tersebut.Chitra mengatakan, kedua anak diantarkan pihak Polsek Sekupang agar 

bisa ditangani.”Orangtuanya masih belum kami temukan, bagi mereka yang 

merasa kenal dengan kedua anak ini, silakan datang ke Dinsos,” ujarnya.“Nanti 

akan kami pertemukan kembali dengan kedua anak tersebut,” kata dia lagi. 

                                                           
13

 https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-

2019-masih-tinggi Akses tanggal 28 mei 2020, 23:30 

https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi
https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi
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Kapolsek Sekupang, AKP Ulil Rahim, membenarkan kedua anak itu ia serahkan 

ke Dinas Sosial Kota Batam untuk dirawat, sembari mencari orangtuanya.Ia 

mengungkapkan, kedua anak itu awalnya diantarkan ke Polsek Sekupang oleh 

Siti, wanita yang mengaku teman Ila, orangtua si anak.Kedua anak itu diantar ke 

Polsek setelah ditinggal lima hari di rumahnya oleh Ila. “Jadi, waktu itu orangtua 

anak ini (Ila) menginap di rumah temannya (Siti) yang ada di Sekupang,” 

jelasnya.“Namun, saat ditinggal salat Subuh, orangtua anak ini sudah tidak ada. 

Pergi tanpa pamit,” paparnya lagi. Setelah menunggu selama lima hari, orangtua 

dari kedua anak itu tak datang untuk menjemput anaknya.“Akhirnya diantar 

temannya itu ke Polsek Sekupang,” ujarnya.Karena itu, agar anak ini 

mendapatkan perhatian, pihaknya mengantarkan anak tersebut ke Kantor Dinsos-

PM untuk dirawat hingga orangtuanya ditemukan atau datang untuk menjemput 

kedua anaknya.”Sudah di Dinsos. Kemarin (Kamis, 24/10) teman orangtuanya 

mengantarkan ke kantor kami,” ujarnya.(yui)
14

 

Namun, faktor-faktor penelantaran tidak hanya berasal dari masalah orang 

tua sendiri, tetapi ada juga pengaruh dari luar yang menyebabkan orang tua tega 

menelantarkan anaknya sendiri. baik dari faktor lingkungan, gaya hidup dan 

ekonominya. Semua masalah pada orang tua yang tidak dapat terselesaikan 

dengan baik, dapat memicu kemarahan dan tidak nyaman hidup, hingga 

melampiaskannya pada anak. Padahal anak tidak mengetahui apapun 

permasalahan yang dihadapi orang tua nya.  

 

 

                                                           
14

 https://batampos.co.id/2019/10/26/teganya-dua-anak-perempuan-ini-ditelantarkan-

orangtuanya/ 

https://batampos.co.id/2019/10/26/teganya-dua-anak-perempuan-ini-ditelantarkan-orangtuanya/
https://batampos.co.id/2019/10/26/teganya-dua-anak-perempuan-ini-ditelantarkan-orangtuanya/
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Penelantaran anak pada Tahun 2017 samai tahun 2019, kasus penelantaran 

ini ditangani oleh dinas sosial (dinsos)
15

 

TAHUN JUMLAH ANAK YANG 

TERLANTAR 

2017 23,6000 

2018 16000 

2019 10 

Dyah Saktiana, kabid rehabilitas dinas sosial, menurutnya penelantaran 

anak paling banyak ditangani oleh dinas sosial, penyebabnya faktor ekonomi dan 

anak hasil hubungan gelap. Selama 2019 kebanyakan kasus yang ditangani adalah 

anak masih bayi yang terlantar.   

Disinilah dibutuhkan dari semua pihak, agar anak yang sebagai korban 

penelantaran dan orang tua sebagai pelaku, dapat kembali ke kehidupan normal 

yang penuh kasih sayang, dan tidak berlanjut ke generasi selanjutnya. 

Dari kasus-kasus yang terjadi maka tidak semua orang tua begitu saja 

boleh memperlakukan anaknya secara semena-mena. Untuk itu aturan hukum 

mengatur tentang pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh 

orang tua yang menelantarkan anak, anak terlantar memiliki hak yang sama 

dengan anak lainnya sehingga tak ada alasan masyarakat tidak menerimanya 

                                                           
15

https://www.google.com/search?q=data+penelantaran+anak+di+indonesia&oq=data&aqs

=chrome.0.69i59j69i57j0l6.2670j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Akses tanggal 28 mei 2020, 

22:50 

https://www.google.com/search?q=data+penelantaran+anak+di+indonesia&oq=data&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l6.2670j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=data+penelantaran+anak+di+indonesia&oq=data&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l6.2670j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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sepenuh hati. Anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia 

yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, 

karena dimasa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas 

peradaban bangsa.  

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas sehingga penulis 

tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul : 

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang tua Yang Menelantarkan 

Anak Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

perlindungan anak Dan Hukum Pidana Islam”  

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang yag dikemukakan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang 

menelantarkan anak berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak  

2. Apa faktor yang penyebab penelantaran anak terhadap orang tua menurut 

UU No.35 tentang perlindungan anak  

3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang 

menelantarkan anak berdasarkan hukum pidana Islam 

C. Batasan Masalah 

   Untuk lebih terarahnya dan memperoleh hasil penelitian yang lebih 

mendalam, maka perlu diadakan pembatasan masalah. maka dalam hal ini penulis 
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akan memberikan batasan-batasan mengenai Pertanggung Jawaban Pidana 

Terhadap Orang tua yang menelantarkan anak berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang 

tua yang menelantarkan anak berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 

2014 Tentang perlindungan anak  

b. Ingin mengetahui apa Faktor yang menyebabkan terjadinya orang tua 

menelantarkan anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 

c. Ingin mengetahui pertanggung jawaban orang tua yang menelantarkan anak 

berdasarkan hukum Pidana Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran dan bahan imformasi bagi 

yang berkepentingan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan 

dan pengetahuan penulis tantang Pertanggung jawaban Pidana Terhadap 

orang tua yang menelantarkan anak berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 

c. Secara akademis Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program 

studi strata satu (S1) Pada jurusan Hukum Pidana Islam  Fakultas syari’ah 

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 
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E. Kerangka Teori 

     Kerangka teori yang dipergunakan didalam penulisan penelitian ini 

adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

perlindungan anak dan Hukum Pidana Islam, mengenai pertanggung jawaban 

pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anak mulai dari ketentuan didalam 

UU No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. 

Sedangkan konseptual yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

adalah konsep-konsep yang terdapat didalam judul penelitian ini yaitu:  

1. Pertanggung Jawaban Pidana 

 Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat 

dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun didalam pengertian tindak pidana 

tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Namun tindak pidana hanya 

menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan. 

  Masalah pertanggung jawaban dan khususnya pertanggung jawaban 

pidana berkaitan dengan beberapa hal : 

a. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak 

b. Tingkat kemampuan bertanggungjawab : mampu, kurang mampu, tidak 

mampu 

c. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawaab.
16

 

 Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat 

dalam melakukan sesuatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari 

tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang 

                                                           
16

 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah,Politik Hukum Pidana ;Kajian Kebijakan 

Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi,(Yokyakarta,Pustaka Pelajar,2005),hlm 62 
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sifat melawan hukum apa bila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat 

terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau 

Karena kelalaian (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai 

unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.  

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, diperkirakan dan sebagainya). Sehingga pertanggung jawaban 

menurut kamus bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, 

menanggung segala sesuatu dan menanggung segala akibatnya. Tanggung jawab 

adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja. Dan juga bersifat kodrati, artinya suda menjadi 

bagian hidup manusia, bahwa manuisa dibebani dengan tanggung jawab dan 

tanggungjawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari 

perbuatan pelaku. 

Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang 

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi 

syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan 

pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah 

asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana 

jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.
17

 

 Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban 

orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. 
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 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawab Pidana, Dua Pengertian Dasar 

Hukum Pidana,( Jakarta:Aksara Baru) ,hlm 75   



15 
 

 
 

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam adalah kebebasan 

seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. termasuk 

didalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa 

yang diupayakan tersebut atas dasar kemauan sendiri.
18

   

2. Orang Tua 

   Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak lahirnya anak dan berakhir pada 

waktu anak itu menjadi dewasa atau pada waktu perkawinan orang tua nya 

dihapuskan. Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban mendidik dan 

memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakayan dan 

perumahan. Selanjutnya kekuasaan orang tua itu tidak saja meliputi diri si anak, 

tetapi juga meliputi benda atau kekayaan si anak itu. Orang tua mempunyai atas 

benda atau kekayaan anaknya yang belum dewasa yaitu mereka berhak untuk 

menikmati hasil atau bunga dari benda atau kekayaan si anak. Dari peraturan ini 

dikecualikan kekayaan yang diperoleh si anak sendiri dari pekerjaan dan 

kerajinannya sendiri.
19

 

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan 

membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan 

anak siap dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dalam Islam system 

pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai-

sampai diibaratkan bahwa syurga neraka anak tergantung terhadap orang tuanya. 

Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insan yang 
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  ibid hlm 175 
19

 Subekti, Pokok-Pokok Hukum ,(Jakarta Intermasa, 2003),hlm 50-51 
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rabbani yang beriman, bertakwa, dan beramal shaleh adalah tanggung jawab 

orang tua. 

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan 

merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk 

sebuah keluarga. 

3. Menelantarkan 

    Fenomena kekerasan dalam keluarga (family violence) sering 

menggalayuti kehidupan anak kita. Diperkirakan, pada saat kehidupan semakin 

keras, terutama pada era industrialisasi akan banyak orang mengalami stress dan 

despresi yang dilampiaskan pada anggota keluarga, termasuk anak. Apa bila 

perlakuan kasar orang tua menyebabkan sakit, luka atau kematian anak, hal itu 

sudah merupakan tindak kriminal dengan konsekuensi dapat dijatuhi hukuman. 

Tidak sedikit anak mati ditangan  orang tuanya.
20

 

Pasal 76B dan 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan 

anak.  

Pasal 76B berbunyi. “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 

melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan 

penelantaran”. 

Sementara pasal 76C berbunyi, “Setiap orang dilarang menempatkan, 

membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. 

                                                           
20

 Ibid hlm 85 
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Kedua pasal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang penghapusan KDRT. Itu memang mengatur hukuman pidana 

penjara minimal 15 Tahun bagi yang menelantarkan dan menyiksa anak.
21

 

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya penelantaran anak ini 

dikarenakan faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Penelantaran anak merupakan 

sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak 

terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari 

keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.
22

 

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, 

terbengkalai, tidak terurus. Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan 

dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan 

perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau 

pengamen, anak jalanan, pembantu rumah tangga, pemulung dan jenis pekerjaan 

lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.
23

 

4. Anak 

   Setiap anak itu berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya. Dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari 

sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi. Selain itu anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
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 Himpunan Undang-Undang Perlindungan Anak, (Bandung Fokus media,2014), hlm 176 
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Anak merupakan harapan bangsa dan  apabila sudah sampai saatnya akan 

menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan 

demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya 

kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah 

memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan 

pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan 

pemerintah.
24

  

Arti anak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ketentuan insan 

(manusia) yang kedua. Didalam pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 

perlindungan anak menyatakan bahwa, seseorang yang belum berusia 18 tahun, 

termasuk didalamnya adalah anak yang masih dalam kandungan.
25

 

Undang-Undang dasar 1945 sebagai basic law norma hukum yang 

tertinggi telah membuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, 

penegakkan dan pemenuhan HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya 

oleh Negara maupun kelompok individu. 

Dalam pasal 28B ayat 2 yang bebunyi “Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi”.
26

 

Menurut saya ini adalah perlindungan HAM yang paling sering dilanggar 

oleh masyarakat. Karena masih banyaknya orang yang melakukan pembunuhan, 
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 Maidin Gultom ibid hlm 68-69 
25

 Himpunan Undang-Undangan Perlindungan Anak, (Bandung Fokus media, 2014), hlm 
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26
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kekerasan, dan tidak menghargai pendapat orang lain atau tidak adil terhadap 

seseorang. setiap anak sejak lahir memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang 

dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, walaupun hal 

tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. 

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya 

perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak 

merupakan golongan yang rawan dan dependent, Disamping itu, karena adanya 

golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya, baik jasmani, rohani, maupun sosial.  

Pasal 13 UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menentukan 

bahwa: (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain 

yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari 

perlakuan: 

a. Diskriminasi  

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial  

c. Penelantaran 

d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan 

e. Ketidak adilan dan 

f. Perlakuan salah lainnya 

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala 

bentuk perlakuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku 

dikenakan pemberatan hukuman.
27
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5. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak 

     Pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait 

pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, 

pemerkosaan, mula-mula pengertian kekerasan dapat dijumpai pada pasal 89 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Membuat orang 

pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.
28

 

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan kepada 

anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun fisikis, baik 

yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi. 

Pasal yang menjerat pelaku kekerasan terhadap anak ini diatur khusus 

dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap 

orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 

atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.
29

 

Sementara sanksi bagi orang yang melanggar pasal diatas (pelaku 

kekerasan atau penganiayaan) ditentukan dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai 

mana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

3(tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (Tujuh 

puluh dua juta rupiah)”.
30

 

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai 

peristiwa pelukaan fisik, dan seksual, itu semua diindikasikan dengan kerugian 
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 Moerti Hadiati Seroso,Kekerasan Dalam Rumah Tangga,(sinar Grafika,2010),hlm 58 
29

 Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Anak, (Bandung.Fokus Media 2014) hlm 
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dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Adapun kekerasan yang 

dapat dialami ank yaitu: Kekerasan Fisik dan seksual. 

a. Kekerasan Fisik 

    kekeraasan fisik seperti berupa tamparan, pemukulan berlebihan dan 

sebagainya. Yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akibat dari 

kekerasan ini anak sering mengalami trauma ketakutan yang selalu mencekam, hal 

ini berpengaruh pada tingkat perkembangannya dikemudian hari. 

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). 

Pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Tiga 

milliar rupiah). 

b. Kekerasan Seksual 

   Kekerasan seksual bisa berupa pemerkosaan, pencabulan, sodomi 

terhadap anak, banyak media menggambarkan tentang hal ini, padahal terdapat 

dampak buruk yang diakibatkan dari perbuatan ini, diantaranya adalah: 

1. Terjadinya penyakit menular seksual, anak bisa menjadi pemalu, selalu 

mengurung diri dan bahkan kalau tidak dapat diselamatkan mengancam 

terhadap kematian. 

2. Kehamilan yang tidak direncanakan, ini justru menjadi aib bagi masyarakat 

padahal pelakunya adalah masyarakat juga. 
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3. Terjadinya pendarahan karena seorang anak masih belum siap untuk 

melakukan hubungan sebadan, keadaan demikian menghancurkan kehidupan 

anak di masa depan, memang masa depan adalah sebuah proses, tapi masa 

sekarang sungguh menyakitkan yang tidak bisa terbayangkan bagi si korban. 

4. Perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan ini selalu datang 

menghantui seorang anak korban kekerasan tersebut akibat terdapat perasaan 

takut yang berlebihan kepada orang lain, tumbuhlah anak menjadi penakut 

karena trauma mendalam, dan bisa jadi si anak terasingkan dari dunia 

kecilnya. 

5. Gangguan stress pasca trauma mendalam tersebut, hal ini memicu pada 

kehidupan yang makin suram kedepan, kecerdasan pemikirannya dibawah 

rata-rata anak seusianya. 

     Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 81 yang berbunyi, 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”. 

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 yang 

berbunyi, “Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita diluar 

perkawinan, padahal diketahuinya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau umurnya 
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tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun”.
31

 

Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali umur wanita belum 

sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. 

Pasal 292 yang berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul 

dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun”.
32

 

F.  Tinjauan Pustaka 

         Tinjauan pustaka adalah hasl-hasil penelitian terdahulu (penelitian-

penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus atau tema 

yang di teliti. Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya 

dengan masalah yang akan diteliti, yang membahas permasalahan yang ada 

kaitannya dengan hukum dan perlindungan terhadap anak. Adapun penelitian 

yang dilakukan oleh syed Muhammad Mustapha Bin Syeh Abdul Wadud,
33

 Judul 

penelitiannya adalah “Perlindungan Terhadap Anak (Studi Komporatif Antara 

hukum Islam dan hukum positif di Indonesia). Penelitian tersebut diteliti pada 

tahun 2011. 

 Hasil dari penelitian tersebut bahwa perlindungan terhadap anak yang 

sifatnya berkaitan dengan pertumbuhan maupun perkembangan jasmani dan 

rohani anak yang secara umum harus diberikan kepada setiap anak dengan tidak 
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membeda-bedakannya. Dari ketentuan perlindungan yang umum tersebut terdapat 

pula perlindungan yang lebih khusus sifatnya yang lebih diperuntukkan bagi anak-

anak yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami hambatan, 

yakni anak terlantar, anak cacat, yatim piatu dan anak yang dari keluarga yang 

tidak mampu.  

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Ardani Mahendra, judul 

penelitiannya adalah “Tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan Anak-

Anak di tinjau dari UU No 4 Tahun 1997 Tentang kesejahteraan anak (Studi Pada 

Tunawisma Di Kota Bengkulu)”, dalam penelitian mengenai tanggung jawab 

orang tua terhadap kesejahteraan anak adalah bahwa orang tua yang pertama  

bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, 

jasmani, maupun sosial. Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa 

masih banyak orang tua yang tidak dapat melaksakan tanggung jawabnya 

terhadap kesejahteraan tersebut.
34

   

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh syahri Ramadhan, judul 

penelitiannya adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan kewajiban anak dan 

orang tua Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam,”yang mana 

dalam penelitian ini orang tua tidak berhak di hargai dan di hormati oleh anaknya, 

berbakti dan mendapatkan nafkah dari anaknya ketika dia sudah tidak mampu lagi 

mencari nafkah. Sedangkan kewajiban orang tua mengasuh, mendidik dan 

melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuannya dan 

mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini. Seorang anak juga harus 
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menghormati dan mentaati segala perintah dan larangan kedua orang tuanya. 

Dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 memberi suatu definisi tentang pengertian 

pemelihaan pada kondisi-kondisi perkembangan sosial.
35

  

Berbeda dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu, penulis lebih 

cenderung meneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang tua yang 

menelantarkan anak (Studi UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak). Dalam artinya, penulis melihat permasalahan tersebut dari sisi 

pertanggungjawaban orang tuanya berdaskan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan anak, bukan dari akibat yang diderita oleh anak tersebut.  

 

                                                           
35
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah: menggunakan 

pendekatan yang bersifat hukum dengan metode perbandingan penelitian ini pada 

umumnya bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat dengan cara 

berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali 

faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan 

melakukan perbandingan diantara data-data yang terkumpul atau diteliti.
36

 

Dalam penelitian ini, Ronny Hanitijo Soemitro dalam Soejono 

mengemukakan bahwa penelitian ini termasuk normatif, yaitu penelitian hukum 

yang mempergunakan sumber data dan sekunder.
37

  

B. Jenis Dan Sumber Data 

a. Jenis data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, 

yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah 

data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui 

sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, 
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sehingga tidak bersifat auntentik, karena suda diperoleh dari tangan kedua, ketiga 

dan seterusnya. 

 Sumber data primer yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

2. Hukum Islam yaitu berupa Al-qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan objek 

penelitian. 

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan antara lain mencakup 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, media cetak, media elektronik, dan hasil-

hasil penelitian yang berwujud laporan.  

C. Pengumpulan Data  

. Dalam pengumpulan data yang diterapkan penulis pada penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif (legal research) yang hanya merupakan studi 

dokumen, yakni menggunakan sumber data sekunder yang berupa peraturan-

peraturan, undang-undang, teori- teori hukum. disamping itu juga buku-buku dan 

undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Perlindungan 

Hukum Terhadap Anak dalam system peradilan anak di Indonesia, Al-Qur’an dan 

hadits yang relefansinya berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

D. Teknik Analisis Data  

     Dalam analisis data Kualitatif, Susan Stainback dan Sugiono 

mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang keritis dalam proses 

penelitian kualitatif.
38

 Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yakni 

yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan 
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(library researchi)  yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan dan 

bertujuan untuk memperoleh pengetehuan tentang hubungan antara satu peraturan 

dengan peraturan lainnya. 

  Berdasarkan pembahasan yang dibahas, maka penulis akan menganalisis 

data dengan menggunakan kerangka fikir sebagai berikut: 

1. Deduktif, yaitu suatu pola atau cara berfikir yang diawali dengan 

mengemukakan judul-judul yang bersifat umum kemudian menuju kepada 

suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
39

 

2. Induktif, yaitu suatu pola pikir yang diawali dari teori-teori yang bersifat 

khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum 

3. Komparatif, yaitu suatu pola pikir yang bersifat membandingkan antara dua 

data yang berlainan untuk mengambil suatu pendapat yang logis, tepat, dan 

kuat untuk dijadikan bahan rujukan dan pedoman dalam menempatkan 

masalah yang dibahas 

E. Sistematika Penulisan 

   Sistematika penulisan mengenai garis besar skripsi ini, dimaksudkan 

untuk mempermudah pemahaman tentang garis besar isi skripsi secara 

keseluruhan. Untuk memudahkan penulisan, maka penulis mengklasifikasikan 

skripsi ini menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. 

Untuk dapat mengetahui secara keseluruhan dari skripsi ini, maka skripsi ini 

terbagi dalam beberapa bab yaitu: 
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    BAB I yaitu bab pertama yang mana dalam bab ini membahas mengenai 

pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjaun pustaka, metode 

pengumpulan data. Kemudian BAB II berisi tentang metode penelitian dan 

sistematika penulisan. Kemudian dilanjutkan BAB III yang mana dalam bab ini 

berisi tentang tinjauan umum tentang hak-hak anak menurut undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selanjutnya dalam BAB VI 

merupakan bab inti pembahasan dan hasil penelitian. Kemudian BAB V adalah 

bab penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.  
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK ANAK MENURUT UU 

NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

A. Pengertian, Hak, dan Kewajiban Terhadap Anak 

1. Pengertian Anak 

      Istilah anak dalam kamus bahasa arab dikenal dengan kata ( ϸъмϜ ) 

(Auladun), dalam kamus bahasa Inggris kata anak dikenal Children, dengan 

bentuk jamak anak-anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum 

dewasa atau mengalami masa pubertas, anak juga merupakan keturunan kedua, 

dimana kata “anak” menunjuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah 

anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.
40

 

     Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah 

keturunan kedua. Dalam konsideran  UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi 

muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksitensi bangsa 

dan negara pada masa depan.
41

 

a. Pengertian anak dari aspek sosiologi 

       Aspek sosialogi pengertian anak itu menunjukkan bahwa anak sebagai 

makluk sosial ciptaan Allah SWT. Yang senantiasa berinteraksi dengan 

                                                           
40

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,http/id.wikipedia,org/wakil/anak(Down

load 6 November 2019) 
41
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lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai 

kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat 

berinteraksi.  

b. Pengertian anak dari aspek ekonomi  

Dari aspek ekonomi, status anak sering dikelompokkan pada golongan 

yang non produktif. Jika terdapat kemampuan ekonomi dalam kelompok anak, 

kemampuan tersebut dikarenakan anak mengalami transformasi finansial yang 

disebabkan dari terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang berdasarkan 

nilai kemanusiaan. 

Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi, mengarah pada 

konsepsi kesejahteraan anak yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.4 Tahun 

1979 tentang kesejahteraan anak adalah “Hak asasi anak yang harus diusahakan 

bersama.” 

c. Pengerian Anak Dari Aspek Hukum 

        Adapun pengertian anak secara khusus menurut hukum dapat dilihat 

dari beberapa perundang-undangan berikut:  

1) Dalam kitab undang-undang hukum acara perdata terdapat batasan seseorang 

dikatakan anak atau belum dewasa, yaitu pada pasal 330, belum dewasa 

adalah “Mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan 

tidak lebih dahulu telah kawin”.
42

 

2) Dalam Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
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2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan Orang, anak adalah 

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang 

dalam kandungan”
43

 

3) Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan usia 

maksimum berbeda-beda misalnya: 

a. Pasal 45 dan pasal 7, bahwa batas usia orang yang belum dewasa adalah 

sebelum umur 16 tahun 

b. Pasal 287-293 adalah 15 Tahun
44

 

4) Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 7 

ayat (1) disebut bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun. Disini 

hanya menentukan kapan izin untuk menikah (melakukan perkawinan) bagi 

laki-laki dan wanita saja, tidak menyebut usia dewasa namun dengan adanya 

batasan tersebut berarti menurut para pembuat Undang-undang pada usia 

minimal 19 Tahun dan 16 Tahun itulah seorang laki-laki dan perempuan 

dinilai pantas dan siap untuk menikah. 

5) Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dalam 

pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang 

belum mencapai usia 21 Tahun dan belum pernah kawin. 

6) Dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia 

(HAM), Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan 
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belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 

tersebut adalah demi  kepentingannya. 

 Dari berbagai definisi-definisi diatas dapat disimpulkan variasi mengenai 

usia anak. Namun kemudian Undang-Undang yang menegaskan mengenai usia 

anak ini karena Undang-Undang tersebut secara khusus mengatur tentang 

perlindungan anak, yaitu Undang-Undang perlindungan anak dimana yang 

dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk dalam  

kandungan (pasal 1). 

2. Hak-Hak Anak 

       Mengenai hak anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang 

perlindungan anak yaitu pada pasal 4 sampai pasal 19. Dari ketentuan pasal 4 

sampai dengan 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

      Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat 

melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih 

terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam 

memenuhi hak-hak anak.
45

 

 maka paling tidak ada 19 hak anak antara lain: 

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi (Pasal 4). 
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b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarga negaraan (Pasal 5). 

c. Setiap anak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan bereksfresi 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua 

(Pasal6) 

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1) 

e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut 

berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2) 

f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8) 

g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangkah 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)
46

 

h. Khusus bagi anak yang mengandung cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan 

juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2) 

i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan imformasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
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usianya demi mengembangkan diri  sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 

dan kepatutan (Pasal 10)
47

 

j. Setiap anak  berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul, dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, 

bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11) 

k. Setiap anak yang mengandung cacat berhak memperoleh rihabilitas, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12) 

l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

perlindungan dari perlindungan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi 

maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 

ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13) 

m. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan 

atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir 

(Pasal 14) 

n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: Penyalahgunaan 

politik, pedebatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusakan 

sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan 

pelibatan dalam peperangan (Pasal 15) 
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o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 

ayat 1) 

p. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 

ayat 2) 

q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan 

perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang 

dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan 

memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak 

memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17) 

r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan seksual 

atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 

2) 

s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18) 

       Dilihat penjelasan diatas mengenai hak-hak yang harus diperoleh oleh 

seorang anak dari orang dewasa maka selayaknya mendapatkan perhatian dari 

semua pihak, terhadap perlindungan dan kesejahteraannya sehingga ia mampu 

unutuk melangsungkan kehidupan dan menjalankan kewajiban.
48
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3. Kewajiban Anak 

      Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya 

apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena hak dan kewajiban adalah 

suatu hal yang beriringan selalu.  Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan 

(dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.
49

 

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, adapun 

kewajiban anak dapat dilihat pasal 19 setiap anak berkewajiban untuk:
50

 

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru. 

2. Mencintai keluarga, masyarakat, menyayangi teman. 

3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara. 

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan 

5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 

     Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak 

dari segala manusia untuk dihormati dan  ditaati.
51

 

 Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan 

berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan firman allah SWT 

Dalam Al-quran Surah lukman, yang berbunyi: 

                            

              

 Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

kedua orang tua ibu dan bapak, ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah 
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yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada 

ku dan kepada ibu bapak mu, hanya kepada ku- lah kembalimu” (Q.S. luqman 

ayat 14).
52

 

 Kewajiban anak menghormati guru, karena guru tlah mendidik, melatih 

otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka anak wajib 

menghormatinya. 

 Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan 

saudara ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga 

hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Didalam memenuhi keperluan sehari-

hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. 

demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka 

merupakan sahabat yang saling tolong menolong. Oleh karena itu anak 

berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya. 

 Allah SWT berfirman dalam Al-quran Surah An-Nisa ayat 36 yang 

berbunyi: 

                             

           

Artinya: “Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh.”
53
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 Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal 

dan hidup,  juga segenap sahabat dan kerabat berada. Air yang kita minum, hasil 

bumi yang kita makan, kita harus mencintai serta membela kehormatan tanah air 

kita. 

 Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai ujud kesalehan 

sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang 

tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Ahlak adalah instuisi yang 

berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan suka rela, tindakan yang 

benar-benar atau salah.
54

 

 Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia, 

diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang 

memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama. Dengan 

demikian, diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna bagi 

perbaikan bangsa dan negara.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang 

Menelantarkan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak 

        Dalam hukum pidana konsep “ Pertanggungjawaban” itu merupakan 

konsep sentral yang dikenal dengan ajaran  kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran 

kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada 

suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran 

orang itu jahat.  

   Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya), manusia 

merasa bertanggung jawab karena dia menyadari akibat baik atau buruk 

perbuatanya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian 

atau pengorbanannya, untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran 

bertanggung jawab perlu usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan 

takwa kepada tuhan yang maha Esa. Dengan cara orang tua dalam hal mendidik 

anak-anaknya, baik secara formal maupun  non formal. Orang tua yang diberikan 

amanah oleh Allah seharusnya mendidik anaknya agar mendapat ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat, serta berguna untuk anaknya. Orang tua 

merupakan yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak 

baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
55
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 Pertanggungjawaban pidana diartikan  sebagai diteruskannya celaan yang 

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif  yang ada memenuhi 

syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan 

pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuatan 

adalah asaas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan 

dipidana jika iya mempunya kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana 

tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah 

pertanggung jawaban pidana.
56

 

 Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban 

orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang 

dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. 

terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang tlah 

dilakukan oleh seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya 

merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi 

terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. 

 Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, adalah parah 

orang tua dilarang meninggalkan anak keturunanya tak berharta lalu kemudian 

terhina dengan menjadi  peminta-minta atau pengemis. Islam melarang keras 

umatnya menghinakan diri seperti itu. Umat Islam diharuskan mandiri, produktif 

dan pemberi sebagaimana adanya kewajiban zakat, infak, dan sedekah.  Semua 

yang dibebankan  pada orang tua sebagai tugas sangat dibutuhkan didalam 

perkembangan anak. Artinya anak membutuhkan stabilitas keluarga, pendidikan, 
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kalau perhatian orang tua terhadap tugas-tugas itu tidak seimbang berarti ada 

kebutuhan anak untuk berkembang yang belum terpenuhi. apabila keadilan 

dikaitkan dengan kesejahteraan anak, maka antara lain dapat dikatakan, bahwa 

dimana ada keadilan, disitu seharusnya terdapat pula perlindungan anak yang 

baik.
57

 

 Dalam pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa: 

a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, 

atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

b. Penelantaran sebagai mana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap 

orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 

membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar 

rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. 

 

 Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan 

kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, 

jasmani, maupun sosial. Adapun pengertian anak terlantar tertera pada Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 bahwa: 

“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 

wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”
58

 

A. Pengertian Penelantaran Anak 

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, 

terbengkalai, tidak terurus. Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan 

dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan 
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perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau 

pengamen, anak jalanan, pembantu rumah tangga, pemulung dan jenis pekerjaan 

lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.
59

 

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan 

perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. 

Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab 

gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, 

termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau 

kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih 

sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) , atau medis 

(kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter). 

B. Macam-macam Penelantaran anak 

a. Penelantaran Fisik merupakan kasus terbanyak. Misalnya keterlambatan 

mencari bantuanmedis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak 

tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga. 

b. Penelantaran Pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat 

pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara 

optimal. Lama kelamaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah 

yang semakin menurun. 

c.   Penelantaran Secara Emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua 

tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya . Atau 

orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di 

antara anak-anaknya. 
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d.  Penelantaran Fasilitas Medis. Hali ini terjadi karena ketika orang tua 

gagal menyediakan layanan  medis utuk anak meskipun secara finansial 

memadai. Dalam beberapa kasus orang tua, orang tua memberi 

pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah 

kembali ke  layanan dokter. 

C.  Penyebab Penelantaran anak 

Penelantaran anak seringkali terjadi pada keluarga yang memiliki banyak 

masalah. Kecanduan obat atau alkohol maupun penyakit menahun bisa 

menyebabkan kesulitan keuangan sehingga pemberian makan, perawatan dan 

perhatian kepada anak berkurang. 

Biasanya penelantaran anak itu terjadi pada keluarga yang tidak mampu, 

mungkin saja dikarenakan seorang orang tua tunggal (single parent) , ini juga bisa 

terjadi pada seorang wanita yang hamil diluar nikah hasil anak yang 

dikandungnya ditelantarkan setelah dilahirkan. 

Terkadang juga dikarenakan pada orang tua yang jiwanya terganggu, entah 

bagaimana dia sangat membenci anaknya sehingga menelantarkannya. 

D. Gejala Penelantaran Anak 

Seorang anak yang ditelantarkan bisa mengalami kekurangan gizi 

(malnutrisi), lemas atau kotor atau pakaiannya tidak layak. 

  Pada kasus yang berat, anak mungkin tinggal seorang diri atau dengan 
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saudara kandungnya tanpa pengawasan dari orang dewasa. Anak yang ditelantar 

kan bisa meninggal akibat kelaparan.
60

 

 Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak 

orang tua dan keluarga mempunyai  kewajiban dan tanggug jawab keluarga 

terhadap anaknya sebagai mana diatur dalam pasal 26 Ayat (1) yaitu: 

Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa: Orang tua berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan 

melindungi anak. b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Mencegah terjadinya perkawinan 

pada usia anak-anak. Ayat (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak 

diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan 

tanggung jawab sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih 

kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
61

 

 

 Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak 

juga dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan pada pasal 45 yang menyatakan bahwa: “Kedua orang tua wajib untuk 

memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban 

ini berlaku sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri walaupun 

hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus”.
62

 

 Dengan demikian dari bunyi ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang 

perkawinan ini, berarti tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak-

anak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, serta lainnya melekat 
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sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. bila terjadi perceraian 

maka penguasaan anak diputuskan oleh pengadilan.
63

 

 Kalau seorang anak telah dewasa, menurut kemampuannya ia wajib 

memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas kalau mereka 

memerlukan bantuan. seseorang anak yang belum mencapai usia delapan belas 

tahun atau belum pernah menikah, dirinya dibawah kekuasaan orang tua.
64

 

 Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari 

pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu mejadi dewasa atau pada waktu 

perkawinan orang tuanya dihapuskan. Kekuasaan orang tua, terutama berisi 

kewajiban mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian 

nafkah, pakaian dan perumahan. selanjutnya kekuasaan orang tua itu tidak saja 

meliputi diri si anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan si anak itu. Orang 

tua mempunyai atas benda atau kekayaan anaknya yang belum dewasa yaitu 

mereka berhak untuk menikmati hasil atau bunga dari benda atau kekayaan 

sianak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh sianak sendiri 

dan pekerjaannya sendiri.
65

 

 Tentang kekuasaan orang tua, dituntut juga hubungan timbal balik antara 

orang tua dan anak-anaknya, bahwa tiap-tiap anak dalam umur berapapun juga, 

wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya, bapak dan 

ibu keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum 

dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk 
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menjadi wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-

tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai 

pemeliharaan dana pendidikan untuk anak-anaknya.
66

 

 Disamping Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentag perlindungan 

anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga 

dijelaskan didalam pasal 229 KUHPerdata menyatakan asas-asas kekuasaan orang 

tua yang menyebut antara lain bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-

tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka, 

sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.
67

 

Ini berarti bahwa asas-asas kekuasaan orang tua itu berlangsung selama 

perkawinan orang tuanya, selama kekuasaan itu tidak dicabut yang mengandung 

asas bahwa: 

1. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada 

pada bapak saja. 

2. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan itu putus, maka 

kekuasaan orang tua itu tidak ada lagi 

3. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua memenuhi kewajiban-

kewajiban terhadap anaknya dengan baik, kalau tidak maka akan ada 

kemungkinan keluarga orang tua itu dicabut.
68

 

 Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum yang 

dilakukan, kecuali perbuatan hukum yang memerlukan penyelesaian dipengadilan 
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pasal 48 menyatakan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan atau menggadaikan 

barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu 

menghendakinya”. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut 

kekuasaannya terhadap anak atau permintaan: 

a. Orang tua yang lain (dalam perceraian) 

b. Keluarga anak dalam garis lurus keatas 

c. Saudara kandung yang telah dewasa 

d. Pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan, karena sangat 

melalaikan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali. 

 Didalam pasal 49 menyatakan: Walaupun telah dicabut kekuasaanya, 

maka orang tua masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan 

kepada anak-anaknya.
69

 

 Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa 

membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan lain 

sebagainya, anak berhak memperoleh  perlindungan khusus dan harus 

memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar 

menjadikannya mampu untuk mengembangkan dirinya, anak sejak dilahirkan 

berhak akan nama dan kebangsaan, anak berhak dan harus dijamin secara 

kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat, anak yang cacat fisik, 

mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh 

pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus. 
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 Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak tersebut 

sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

kesejahteraan anak pada pasal 1 ayat (1), yaitu: 

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:”Kesejahteraan anak adalah suatu tata 

kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun 

sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang 

ditujukan untuk terjamin terujudnya kesejahteraan anak terutama 

terpenuhinya kebutuhan pokok anak”
70

 

 

 Selain hak-hak anak, dalam kehidupannya masih diperlukan adanya 

tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga hak-hak anak dapat berjalan 

dengan baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan 

atas hak-hak yang dimiliki anak, apabila orang tua mampu berperan sebagaimana 

yang diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anak. 

 Tanggung jawab orang tua terhadap anak juga diatur dalam konvensi PBB, 

yaitu dalam konvensi PBB ini tentang hak-hak anak hanya terdapat satu peraturan 

tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, yakni orang tua 

bertanggungjawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil 

langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak dapat perawatan dan 

fasilitas.
71

 

  Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat 

dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak 

pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat 

melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat 
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terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau 

karena kelalaian (culpa). Akan tetapi kebanyaan tindak pidana mempunyai ungsur 

kesengajaan bukan ungsur kelalain. Hal ini layak karena biasanya, yang 

melakukan sesuatu dengan sengaja. 

 Contoh kasus penelantaran anak dalam unsur kesengajaan: 

 Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya meningkatkan status hukum 

terduga pelaku penelantaran anak di Cibubur, Utomo Purnomo dan Nurindria Sari 

menjadi tersangka pada hari ini, Rabu (17/6). 

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti 

mengatakan, berdasarkan hasil analisa psikologi menunjukkan bahwa keduanya 

sudah dapat dijerat pidana. “Di antaranya berdasarkan hasil visum kondisi psikis 

korban dan keterangan saksi,” kata Krishna kepada wartawan di Jakarta, Rabu 

(17/6). Krishna menyebutkan tersangka dijerat dengan Pasal 76B 76C Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Kekerasan Fisik dan Rumah Tangga. 

 Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Sub Direktorat Kekerasan Anak dan 

Wanita (Kasubdit Renakta) Polda Metro Jaya AKBP Didi Hayamansyah 

mengatakan terduga pelaku penelantaran anak di Cibubur, Utomo Purnomo dan 

Nurindria Sari, masih berkeras tak menelantaran anak-anak mereka, termasuk D, 

putra ketiga mereka yang telah sebulan lebih tak boleh masuk ke dalam rumah 

sehingga dirawat tetangga atau tidur di pos jaga perumahan. Menurut warga 

Perumahan Citra Gran Cibubur, tempat tinggal Utomo dan Nurindria, warga 

dituding pasangan itu telah menculik D karena mengizinkan D bermalam di 

rumah warga. Salah seorang tetangga mengatakan keluarga itu sudah mengontrak 

selama lima tahun di Cluster Nusa II Blok R RT 03/RW 11. Selama ini tetangga 

jarang melihat aktivitas penghuni rumah pada siang hari. Mereka keluar rumah 

dengan menggunakan mobil. 

  Perkara dugaan penelantaran ini terkuak setelah polisi mengevakuasi 

rumah tersebut atas dasar laporan warga yang berempati terhadap D. Jumat siang 

(15/5), ada beberapa keluarga korban yang mendatangi Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia untuk menawarkan mengasuh anak-anak Utomo dan Nurindria. 

Mereka yang dating ialah paman dan bibi kelima anak Utomo. 

  "Keluarga datang. Om dan tantenya dari pihak bapak. Mereka beritikad 

baik memberikan pengasuhan untuk keponakannya," kata Komisioner KPAI Rita 

Pranawati. Namun KPAI belum bisa memastikan apakah hak asuh akan jatuh ke 

tangan mereka lantaran ada beberapa penilaian yang harus dilalui sebelum 

keputusan itu dibuat. (pit/pit)
72
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 Contoh kasus penelantaran anak dalam unsur kelalaian: 

 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ibu kandung dari VP (13), ZAT (6), 

dan AP (1 tahun 9 bulan) akhirnya muncul.Sebelumnya ia dikabarkan telah 

menelantarkan tiga anaknya itu. Kabar itu bahkan menjadi viral di media sosial. 

Sang ibu akhirnya menemui ketiga anaknya. VP dan ZAT tinggal sementara di 

shelter Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 

dan AP masih menjalani perawatan di RS TNI AD Wolter Mongisidi Manado, 

Teling. Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sulut Mieke Pan

gkong yang mengungkap perihal kemuncukan si ibu."Jadi ibunya sudah temui 

anak-anak," kata dia kepada Tribunmanado.co.id, Sabtu (2/3/2019). Si ibu 

mengaku meninggalkan tiga anaknya pergi ke Tomohon untuk menagih utang.
73

 

 

 Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, 

yaitu: 

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan 

2. Kesengajaan secara kepastian 

3. Kesengajaan secara kemungkinan 

Adapun penjelasan dari ketiga macam kesengajaan diatas adalah sebagai 

berikut:  

(1) Kesengajaan Yang Bersifat Tujuan  

 Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, sipelaku dapat 

dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh rakyat ramai. Apabila 

kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan 

hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, 

berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi 

pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. 

(2) Kesengajaan Secara Kepastian 
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(3) Kesengajaan ini ada apabila pelaku  dengan perbuatannya tidak bertujuan 

untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi dia tau benar 

bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 

(4) Kesengajaan Secara Kemungkinan 

     Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu 

kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan 

suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
74

 

     Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia tidak memiliki salah 

satu orang tua atau kedua orang tua nya. Anak terlantar adalah anak-anak yang 

karena suatu sebab tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik rohani, 

jasmani maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak 

anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak-hak untuk memperoleh pendidikan 

yang layak, dan hak anak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak 

terpenuhi karena kelalaian, tidak pengertian dari orang tua. Karena ketidak 

mampuan atau karena kesengajaan.
75

 

 Fenomena kekerasan dalam keluarga (Family Violence) sering 

menggalayuti kehidupan anak. Diperkirakan, pada saat kehidupan semakin keras, 

terutama pada era industrialisasi akan banyak orang mengalami stress dan depresi 

yang dilampiaskan pada anggota keluarga, termasuk anak. Apabila perlakuan 

kasar orang tua menyebabkan sakit, luka atau kematian anak, hal itu sudah 

merupakan tindak kriminal dengan konsekuensi dapat dijatuhkan hukuman. Tidak 

sedikit anak mati di tangan orang tuanya. 
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 Berikut adalah beberapa upaya perlindungan terhadap anak dari kekerasan 

keluarga, yaitu: 

a) Harus ada perhatian penuh dari keluarga terdekat lainnya terhadap anak 

yang mempunyai masalah dengan keluarganya. Jika perlu, ditetapkan 

perwalian atas anak yang mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan 

dari orang tuanya, dan kekerasan orang tua atas anaknya dicabut. 

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya dapat dilakukan 

berdasarkan permintaan orang tua lainnya atau keluarga terdekat. 

b) Diperlukan perhatian dari lembaga sosial guna menampung anak yang 

menjadi korban kekerasan keluarga. Diberikan bimbingan sosial agar anak 

dapat keluar dari lilitan masalahnya. Disamping itu, perlu ditingkatkan 

perhatian instansi pemerintah yang mengurusi kesejahteraan anak terhadap 

nasib anak malang yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga.
76

 

     Kasus seperti penelantaran anak memang sulit dideteksi karena pada 

masa lalu, dinegara ini tidak menjadi perhatian dan belum ada dasar hukumnya. 

Sejauh ini, kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Indonesia belum banyak 

dilaporkan dan dicatat secara resmi, karena sulitnya memperoleh data dan deteksi 

kasus-kasus seperti ini. Kesulitan disebabkan para pelaku penganiayaan dan 

penelantaran anak adalah mereka yang berotoritas lebih tinggi dari pada korban 

(anak). Sehingga untuk menutupi kasus seperti ini mereka membiarkan para 

korban tanpa mendapatkan bantuan pelayanan medis. Oleh karena itu, sangat 

perlu bantuan dan kerja sama dari semua pihak, terlebih petugas kesehatan untuk 
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mampu melakukan deteksi penganiayaan dan penelantaran anak, sehingga korban 

(anak) memperoleh pertolongan medis dan perlindungan yang semestinya. 

B. Faktor Yang Menyebabkan Penelantaran Anak Terhadap Orang Tua 

Menurut UU No.35 Tentang Perlindungan Anak 

      Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran anak 

adalah: 

1. Faktor orang tua, yaitu adanya ketidak tahuan cara mendidik dan 

mengasuh anak, nilai hidup dan harapan yang terlalu tinggi dari 

kemampuan anak, kurangnya pengetahuan tentang perkembangan anak, 

sehingga orang tua tidak mengerti tentang kebutuhan anak. selain itu juga 

keterlibatan penggunaan narkotika zan- zat adiktif, serta orang tua dengan 

gangguan mental. 

2. Faktor situasi keluarga, yaitu keluarga yang terasing dari masyarakat, 

kemiskinan, rumah tempat tinggal yang padat, krisis dan tekanan 

kehidupan akibat masalah sosial, ekonomi, politik dan masalah interaksi 

dengan lingkungan. 

3. Faktor anak, yaitu perilaku dan tabiat anak, penampilan fisik anak, 

kegagalan anak memenuhi harapan orang tua, dan anak yang tidak 

diinginkan. 
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4. Faktor budaya, yaitu kepercayaan dan adat istiadat mengenai pola asuh 

anak dan  hak orang tua terhadap anak, pengaruh pergeseran budaya dan 

pengaruh media massa.
77

 

       Berdasarkan penjelasan diatas bahwa setiap orang tua wajib mendidik, 

mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dengan baik dan wajar, baik itu 

dalam hal pendidikan, pemberian nafkah, dan pergaulan anaknya. Orang tua juga 

wajib untuk melindungi anak-anaknya dari kekerasan dan diskriminasi agar tidak 

terjadi penelantaran terhadap anak-anak mereka. 

       Selain itu orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab 

terhadap anak-anak mereka sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 13, 20, 26 dan 30 

yaitu sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun 

yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan 

dari perlakuan: 

a. Diskriminasi 

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial 

c. Penelantaran 

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan 

e. Ketidak adilan, dan 

f. Perlakuan salah lainnya 
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(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 

perlakuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan 

pemberatan hukuman. 

Pasal 20 

 Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 

Pasal 26 

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; 

b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau 

karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana yang 

dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 30: 

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan 

kewajibannya, terhadapnya dapat melakukan tindakan pengawasan atau 

kuasa asuh orang tua dapat dicabut. 
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(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan 

pengadilan.
78

 

 Apabila hak-hak anak tersebut tidak dipenuhi untuk tumbuh kembang 

secara wajar dan orang tuanya tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak yang 

disebabkan kelalaian, ketidak mampuan orang tua, atau karena kesengajaan, maka 

akan dikenakan sanksi hukuman. Adapun sanksinya secara jelas diatur dalam 

pasal 77 Ayat (b) yang diancam dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara dan 

denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), sebagaimana bunyi 

pasal tersebut: “Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak yang 

mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak 

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
79

 

 Di dalam UU Nomor 35 tahun 20014 tentang perlindungan anak, tentang 

pertanggung jawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anak ini 

bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-

hak yang dimiliki anak, apabila orang tua mampu berperan sebagaimana yang 

diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Kekuasaan 

orang tua itu berlaku sejak lahirnya anak atau sejak pengesahannya dan berakhir 

pada waktu anak itu menjadi dewasa atau pada waktu perkawinan orang tuanya 

dihapuskan, kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban mendidik dan 
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memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian, dan 

perumahan. 

 Disamping itu orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak mereka, 

kewajiban tersebut telah diatur dalam pasal 45 Undang-Undang perkawinan No. 1 

Tahun 1974 yang menyatakan: “Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka dengan sebaki-bainya. Kewajiban ini berlaku sampai 

anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri walaupun hubungan perkawaninan 

orang tuanya telah putus”
80

 

 Dengan demikian, berarti tanggung jawab dan kewajiban orang tua 

terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, serta 

lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila 

terjadi perceraian maka penguasaan anak diputuskan oleh pengadilan. 

C. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang 

Menelantarkan Anak Berdasarkan Hukum Pidana Islam 

 

      Pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah Pembebanan 

seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang 

dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui 

maksud dan akibat dari perbuatannya itu.
81

 Pertanggung jawaban pidana itu tidak 

hanya dibebankan kepada subjek hukum, tetapi juga berlaku bagi badan hukum. 

Karena badan hukum itu juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya 

tersebut. 
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 Disetiap orang  yang melakukan perbuatan pidana itu harus dipertanggung 

jawabkan perbuatannya tersebut, apabila tidak dipertanggungjawabkan maka akan 

dikenakan hukuman. Karena hukuman tersebut bertujuan untuk mewujudkan 

terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hukuman yang merupakan 

beban tanggung jawab pidana, dipikulkan kepada pembuat jarimah untuk 

terciptanya tujuan tersebut, harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban 

dengan kepentingan masyarakat. Untuk terciptanya tujuan tersebut, maka 

hukuman itu harus: 

1. Memaksa seseorang untuk tidak melakukan ulang perbuatannya 

2. Menghalangi keinginan orang lain untuk melakukan hal serupa, karena 

bayangan yang ditimbulkan atas hasil yang dibuatkannya akan diterimanya 

sebagai sesuatu yang sangat merugikan dirinya 

3. Sangsi yang diterima pembuat jarimah harus pula bersesuaian dengan hasil 

perbuatannya 

4. Sanksi hendaknya merata tanpa pertimbangan yang menunjukkan derajat 

kemanusiaan, kaya miskin, pejabat dan orang biasa disamping tidak 

rasialis semuanya dianggap sama dimata hukum 

5. Hukuman harus diterima pembuat jarimah, tidak diberati dan tidak 

memberati, selain pembuat jarimah karena adanya pertalian kekeluargaan. 

Artinya dia hanya bertanggung jawab sendiri atas apa yang dia perbuat 

tanpa membebani atau dibebani oleh orang lain,
82
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 Dalam hukum pidana Islam pertanggung jawaban itu didasarkan pada tiga 

hal, yaitu:  

1. Adanya perbuatan yang dilarang 

2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauannya sendiri 

3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya
83

 

     Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung 

jawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapatlah pertanggung jawaban. 

Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang dipaksa dan terpaksa 

tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggung jawaban pada 

mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggung jawaban tersebut didasarkan 

kepada hadits nabi yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Abu daud serta 

dalam Al-qur’an surah An-Nahl ayat 106. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh 

imam Ahmad dan Abu Daud yakni: 

Ϧ ϜϺϜ ϽуПЋЮϜ дϜ пϧϲ бϚϝзЮϜ еКм НЯϡт пϧϲ сϡЋЮϜ еК:ϨыϪ еК бЯЧЮϜ ЙТϼ:ϩтϹϳЮ йзв ЉϧЧтъ йжϝТ ЭϧЧЮϜ ϹгЛ

.ХуУт пϧϲ днзϯЮϜ еКм ЕЧуϧЃт 

“Dari Aisyah ra, ia berkata: bersabda rasulullah SAW: dihapuskan 

ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari 

orang yang gila sampai dia sembuh, dan dari anak kecil sampai dia 

dewasa”
84

 

Sedangkan dalam surah An-Nahl ayat 106 disebutkan orang yang dipaksa, yaitu: 
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 Artinya: “Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman, kecuali 

orang yang dipaksa sedangkan harinya masih tetap iman, tetapi orang 

yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka amarah Allah 

dan baginya siksaan yang besar”
85

 

 

        Pertanggung jawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-

sebab baik yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku tindak pidana maupun 

sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. Oleh karena itu, tidak 

setiap pelaku perbuatan yang melawan hukum dapat dikenakan sanksi. adapun 

terhapusnya pertanggung jawaban pidana karena perbuatan itu sendiri disebabkan 

perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan menurut syarak.
86

  

 Selanjutnya perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori dua, 

yang berhubungan dengan kondisi pelaku karena perbuatan itu sendiri merupakan 

suatu perbuatan yang dilarang melakukannya, namun pelakunya tidak dijatuhi 

hukuman karena keadaan yang ada didalam dirinya. 

 Orang  yang  harus bertanggung jawab atas suatu kesalahan adalah orang 

yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal itu didasarkan 

kepada Firman Allah dalam Al-qur’an Surah Faathir ayat 18 yaitu: 

           

Artinya: “Seseorang tidak menanggung dosa orang lain”.
87

 

 Esensi ayat diatas menyatakan bahwa dan  tidaklah satu jiwa yang berdosa 

akan diminta mempertanggung jawabkan dan  memikul dosa jiwa orang lain tetapi 
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masing-masing akan  mempertanggungjawabkan dan memikul dosanya sendiri-

sendiri. 

 Jika dikembalikan kepada Literature Agama Islam, maka sesungguhnya 

setiap orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap masa depan anak-

anak mereka. Diantara tugas dan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Memberi nama yang baik 

2. Memberi nafkah yang baik dan wajar 

3. Mendidik anak dalam masalah aqidah, ilmu dan akhlak 

4. Berlaku adil terhadap anak 

5. Menghormati anak 

6. Mewasiatkan anak sebagai seorang muslim
88

 

 Adapun penjelasan dari keenam tugas dan tanggung jawab orang tua di 

atas yaitu sebagai berikut: 

1. Memberi Nama Yang Baik 

  Dalam ajaran Islam, nama memiliki arti yang sangat penting. 

Sebab memberi nama yang baik atau jlek bisa mempengaruhi dan berdampak 

terhadap psikologi anak. Nama yang baik untuk anak-anaknya merupakan 

perintah atau anjuran nabi Muhammad SAW. 

2. Memberi nafkah yang baik dan wajar 

  Tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya selain 

memberi nama yang baik juga memberi nafkah yang baik dan wajar. Nafkah 

yang baik artinya nafkah yang dihasilkan dari cara yang baik dan halal 
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menurut syariah agama, bukan dengan cara yang batil seperti merampok, 

korupsi, dan sebagainya. Sedangkan Wajar artinya tidak terlalu berlebihan 

yang dapat menyebabkan anak menjadi manja dan orang tua melakukan tindak 

kemaksiatan dan juga tidak terlalu minim sehingga kekurangan gizi. Allah 

SWT mengingatkan para orang tua berkaitan dengan pemberian nafkah 

terhadap anak-anaknya dengan firmannya: 

                 

 “Dan kewajiban (orang tua) ayah memberi makan dan pakaian kepada 

anak dan ibu-ibunya dengan cara yang makruf (baik dan wajar)
89

 

 

3. Mendidik anak dalam masalah aqidah, ilmu dan akhlak 

  Tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya tidak cukup 

hanya memberi nama yang baik dan nafkah saja, akan tetapi masih ada tugas 

dan kewajiban lain yang sangat penting demi keselamatan dan kesejahteraan 

kehidupan mereka dimasa yang akan datang, yaitu mendidik anak dalam  

masalah Aqidah, ilmu, dan Akhlak. 

4. Berlaku Adil Terhadap Anak 

  Islam mewajibkan setiap umatnya untuk berbuat adil, termasuk 

orang tua berbuat adil terhadap anak-anaknya. Masyarakat kafir Qurasy 

Jahiliyyah, sebelum datangnya Islam memang sangat terkenal tidak adil dalam 

memperlakukan anak-anaknya. Ketika anaknya yang baru lahir seorang bayi 

laki-laki, mereka menyambutnya dengan suka cita. Akan tetapi, jika yang baru 
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lahir seorang perempuan, mereka berduka cita, mengenai hal tersebut sesuai 

dengan sabda rasulullah SAW  berikut:  

     اتقو الله و عدلوابين او لادكم  )رواه النعمان(

“Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu”
90

  

5. Menghormati Anak 

  Setiap orang  tidak boleh memiliki sifat egois yang berlebihan, dia 

mau dihormati, tapi tidak mau menghormati orang lain. Dia mau dihargai tapi 

tidak mau menghargai orang lain. Dia mau dimuliakan, tapi tidak mau 

memuliakan orang lain. 

  Dalam ajaran Islam, saling menghormati dan saling menghargai 

sesama merupakan tindakan terpuji dan akhlak yang baik. Bahkan orang tua 

menghormati anak-anaknya juga merupakan anjuran dan perintah. 

6. Mewasiatkan Anak Sebagai Seorang Muslim 

  Tugas dan kewajiban orang tua yang juga sangat penting adalah 

memberikan wasiat kepada anak-anaknya agar mereka senantiasa menjadi 

seorang muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Allah SWT. 

Orang muslim adalah orang yang senantiasa taat dan patuh menjalankan 

semua perintah-perintah Allah SWT menjauhi seluruh larangannya.
91

 

    Selain terdapat kewajiban orang tua terhadap anaknya, maka 

terdapat pula kewajiban anak terhadap orang tuanya untuk berbuat baik dan 
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menghormati kedua orang tuanya, hal ini sesuai dengan hadits nabi Muhammad 

SAW sebagai berikut: 

 Хϲϒ ев  ЬнЂϼ ϝт ЬϝЧТ бЯЂм йуЯК  ЭЊ  ЬнЂϼ пЮϜ ЭϮϼ ̭ϝϮ ЬϝЦ йзК  сЎϼ ϢϽтϽк сϠϒ еК

.ШнϠϒ ЬϝЦ ев бϪ ЬϝЦ Щвϒ бϪ ЬϝЦ ев бϪ ЬϝЦ Щвϒ бϪ ЬϝЦ ев бϪ ЬϝЦ Щвϒ ЬϝЦ сϧϠϝϳЊ еЃϳϠ ЀϝзЮϜ 

Artinya:Dari abu Hurairah ra. Dia berkata; “seorang laki-laki datang kepada 

rasulullah saw, sambil berkata; “wahai Rasulullah, siapakah orang yang 

paling berhak aku berbakti kepadanya?”Beliau menjawab: ibumu.” Dia 

bertanya lagi; “kemudian siapa?” Beliau menjawab: “ibumu.” Dia 

bertanya lagi; “kemudian siapa lagi? “Beliau menjawab: “ibumu.” Dia 

bertanya lagi; “kemudian siapa? “ Beliau menjawab: “kemudian 

ayahmu.”
92

 

     Didalam Kompilasi Hukum  Islam (HKI) Pasal 98 tersebut memberikan 

isyarat bahwa kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan 

cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka 

dihari dewasanya.
93

 

 Secara khusus Al-qur’an mengajarkan kepada ibu agar menyusuhi anak-

anaknya secara sempurna (sampai usia 2 tahun). Namun Al-qur’an juga 

mengisyaratkan kepada ayah/ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan 

kemampuannya. Dan sama sekali Al-qur’an tidak menginginkan ayah/ibu 

menderita karena anaknya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung 

jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada 

keluarganya.
94

 

 Hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan orang yang melahirkan 

dengan yang dilahirkan, hubungan orang yang merawat dengan yang dirawat, 
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hubungan orang yang mendidik dan di didik, dan hubungan dengan yang lebih tua 

dengan lebih muda, dalam kewajiban itu kedua bela pihak memiliki hak dan 

kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban yakni dua hal yang berbeda tetapi 

tidak bisa dipisahkan. disamping mempunyai kewajiban, orang tua juga 

mempunyai hak, misalnya hak untuk dihormati, begitu juga dengan anak dia 

memiliki hak untuk disayang oleh kedua orang tuanya. Jika orang tua memperoleh 

kehormatan dari anak, maka anak juga memperoleh kasih sayang dari orang tua.
95

 

 Adapun kewajiban orang tua adalah menyayangi anaknya, sementara 

kewajiban anak adalah menghormati orang tuanya. Seorang anak diwajibkan 

menghormati orang tua jika dia memperoleh kasih sayang dari orang tuanya. 

Orang tua diwajibkan menyayangi anak jika dia memperoleh kehormatan dari 

anaknya. Hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik. oleh karenanya kedua belah 

pihak mestinya tidak saling menunggu, mala harus praktif melaksanakan 

kewajiban agar memperoleh hak. Hak akan diperoleh jika kewajiban telah 

dilaksanakan. 

 Orang tua memang seharusnya menyayangi anaknya dengan segala 

perilaku, pemberian, termasuk dalam memerintahkan anaknya. Suatu perintah 

harus dilandasi dengan kasih sayang, bukan amarah, kebencian, sehingga 

cenderung bersifat eksploitatif. begitu juga kepada anak, seharusnya dia 

menghormati dan memulyakan orang tuanya dengan ketulusan iklasan, bukan 

keterpaksaan.
96
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 Dalam kasus tertentu, perintah atau kemauan orang tua tidak perlu ditaati, 

bahkan bisa dilaporkan kepolisi, jika perintahnya itu menjerumuskan si anak 

kepada ketidak adilan, lebih-lebih lagi, jika orang tua melakukan pemaksaan 

terhadap anak yang nyata-nyata mencederai si anak, seperti menjual anak kepada 

pihak lain untuk dipekerjakan secara tidak manusiawi. 

 Kita bisa memahami bahwa orang tua melakukan tindakan kejih dan anti 

kemanusiaan terhadap anaknya ini tentu tidak berarti tanpa sebab. Sebab yang 

dominan biasanya adalah keterjepitan kondisi perekonomian keluarga, 

keterjeratan hutang, dan lain-lain, termasuk cara instan untuk memperoleh 

kekayaan dengan cara yang mudah. Jika ini yang terjadi maka menjadi kewajiban 

pemerintah untuk memperdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan taraf 

hidup mereka. Salah satunya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan 

memperbaiki pendidikan masyarakat. Kondisi kemiskinan terjadi, diantaranya 

karena rendahnya tingkat pendidikan mereka.
97

 

 Faktor yang menyebabkan pertanggung jawaban pidana adalah perbuatan 

maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan 

yang diperintahkan oleh syara’. Jadi, sebab pertanggung jawaban pidana 

melakukan kejahatan, apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada 

pertanggung jawaban pidana, meskipun demikian untuk adanya pertanggung 

jawaban ini masih diperlukan dua syarat, yaitu adanya Idrok dan Ikhdar. 

 Apabila pertanggung jawaban itu juga tergantung kepada adanya 

perbuatan melawan hukum itu bertingkat-tingkat maka pertanggung jawaban itu 
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juga bertingkat-tingkat. Hal ini disebabkan oleh karena kejahatan seseorang itu 

erat kaitannya dengan niatnya, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW 

sebagai berikut: 

 ϝгжϜм,ϢϝузϠ ЬϝгКъϜϝгжϜ :ЬнЧт бЯЂм йуЯК  пЯЊ  ЬнЂϼ ϥϳгЂ:ЬϝЦ йзК  сЎϼ Ϟ БϳЮ еϠ ϽгК еК

(бЯЂм оϼϝϯϠ иϜмϼ).нж ϝгϚϽвϜ ЭЫЮ 

Artinya: Dari umar bin khattab ra telah mendengar sabda rasulullah SAW. 

ia berkata: Sesungguhnya tiap amal berbuatan itu tergantung pada niat, dan 

yang dianggap bagi tiap manusia apa yang ia niatkan.
98

 

 Dengan demikian, maka pertanggungjawaban itu juga ada empat tingkatan 

sesuai dengan tingkat perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sengaja, semi 

sengaja, keliru, dan yang di samakan dengan keliruan. 

1. Sengaja(Al-„Amdu) 

        Dalama arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat 

melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, 

sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan 

dan ia menghendaki akibatnya berupa kematian korban. Tentu saja 

pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan 

tingkat dibawahnya. 

2. Menyerupai sengaja(Syibhul‟Amdi) 

 Menyerupai sengaja hanya dapat dalam jarimah pembunuhan dan 

penganiayaan. Ini pun masih diperselisihkan oleh parah fuqaha. Imam 
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malik, misalnya tidak mengenal istilah ini (menyerupai sengaja) baik 

dalam pembunuhan maupun penganiayaan. 

  Syibhul‟amdi adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud 

melawan hukum, tetapi perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana 

ukuran syibhul‟amdi ini dikaitan dengan alat yang digunakan. kalau alat yang 

digunakan itu bukan alat yang biasa untuk membunuh maka perbuatan tersebut 

termasuk kepada menyerupai sengaja.
99

 

3. Keliru (Al-khata‟) 

       Keliru adalah terjadinya suatu perbuatan diluar kehendak pelaku, 

tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut 

terjadi karena kelalaian . kekeliruan ini ada dua macam yaitu: 

a) Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak 

burung tetapi perkaranya menyimpang dan mengenai orang. 

b) Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara menembak seseorang 

yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti 

ternyata anggota pasukan sendiri. 

4. Keadaan yang disamakan dengan keliru 

         Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan 

yanitu: 

a) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang 

dilarang, tetapi hal itu terjadi diluar pengetahuannya dan sebagai akibat 

kelalaiannya. 
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b) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena 

kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaki. 

 Pemeliharaan (perlindungan) anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab 

kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai masalah 

ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, 

oleh karenanya kerjasama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam 

memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa sangat 

dibutuhkan.
100

 

 Larangan penelantaran anak sangatlah relevan, karena istri dan anak 

merupakan tanggung jawab dari seorang suami yang sekaligus seorang ayah dari 

seorang anak. Walaupun secara eksplisit jelaslah bahwa pemeliharaan 

(perlindungan) anak merupakan tanggung jawab orang tua yang harus terpenuhi 

sesuai dengan kemampuannya. Sebab kegagalan pemeliharaan atau penelantaran 

anak dalam membekali kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja 

merugukan diri si anak yang bersangkutan, namun kedua orang tua pun akan 

menderita kerugian yang tidak kecil, karena kelak diakhirat mereka (orang tua) 

dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Karena dalam hukum Islam 

memiliki dua dimensi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, yaitu sanksi dunia 

dan akhirat. 

 Bicara tentang perlidungan anak tidak terlepas dari pembahasan hak asasi 

manusia, sebab anak merupakan manusia kecil yang sepatutnya harus dilindungi. 
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Disebut anak, yakni orang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk yang masih 

dalam kandungan.  

 Pada perkembangannya, sebagian masyarakat menganggap alergi ketika 

membahas konsep hak asasi manusia, menurut mereka hak asasi merupaka konsep 

barat. Pada kenyataanya  Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. 

isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT Tertuang dalam 

firmannya Al-qur’an surah Al-Maidah: 

                            

                                   

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-

orang yang selalau menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada allah sesungguhnya 

allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat”.
101

 

 

 Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan 

dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah ta’zir, Islam hanya mengemukakan 

sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang 

dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak 

pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan, penguwasa 

atau hakim. Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalah 

gunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap 

jarimah ta’zir. 
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 Menurut Ahmad  Wardi Muslich hukuman ta’zir jenisnya beragam, namun 

secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu: 

a. Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan dera 

(jilid) 

b. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 

hukuman penjara dan pengasingan 

c. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, 

penyitaan/perampasan harta dan penghancuran barang 

d. Hukuman ta’zir yang ditentukan oleh ulul amri/pemerintah demi 

kemaslahatan umum.
102

 

       Sehingga dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, walaupun 

ta’zir sifatnya diserahkan kepada kebijakan hakim, tidak didefenisikan secara 

pasti, dan tidak pula dibahas secara terperinci, namun dapat dikatakan bahwa 

setiap tindakan yang melanggar kepentingan pribadi atau masyarakat yang bersifat 

publik, terkena ta’zir. Otoritas publiklah yang menetukan hukumnya dengan 

semangat syariah. 

 Dalam hukum Islam, dasar hukum yang mengatur tentang sanksi bagi 

pelaku penelantaran anak tidak dapat ditemukan secara jelas oleh syara’. 

Walaupun demikian, bukan berarti pelaku penelantaran anak dapat bebas dari 

sanksi atau perbuatannya. Para pelaku penelantaran anak dapat dikenakan 

hukuman ta’zir, karena ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-

jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Mengenai pertanggung 
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jawaban orang tua yang menelantarkan anak berdasarkan hukum Islam ini dapat 

penulis ambil kesimpulan bahwa hubungan anak dengan orang tua adalah 

hubungan orang yang melahirkan dan yang dilahirkan, hubungan orang yang 

merawat dengan yang dirawat, hubungan orang yang mendidik dan dididik, dan 

hubungan yang tua dengan yang muda. 

 Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan 

dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah ta’zir, Islam hanya mengemukakan 

sejumlah hukuman yang dapat diterapkan dengan kemaslahatan yang dikehendaki. 

Begitu juga halnya mengenai sanksi bagi pelaku penelantaran anak tidak dapat 

ditemukan secara jelas oleh syara’. Walaupun demikian bukan berarti bebas dari 

sanksi atas perbuatannya. Akan tetapi para pelaku penelantaran akan tetap 

dikenakan hukuman ta’zir, karena ta’zir adalah suatu hukuman atas jarimah-

jarimah yang hukuman nya belum ditetapkan oleh syara’.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

     Dari pembahasan skripsi ini secara keseluruhan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anak 

berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak apabila 

hak-hak anak tidak terpenuhi dan orang tua tidak memenuhi kewajibannya 

terhadap anak tersebut maka sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku 

penelantaran anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan 

anak telah ditentukan pada pasal 77 ayat (b) yang diancam dengan 

ancaman 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda paling banyak 

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagai mana bunyi pasal 

tersebut:”Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak 

mengalami sakit atau pendderitaan, baik fisik, mental, maupun social, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” 

2. faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran anak  

¶ Faktor orang tua, yaitu adanya ketidak tahuan cara mendidik dan 

mengasuh anak, nilai hidup dan harapan yang terlalu tinggi dari 

kemampuan anak, kurangnya pengetahuan tentang perkembangan anak, 

sehingga orang tua tidak mengerti tentang kebutuhan anak. selain itu juga 
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keterlibatan penggunaan narkotika zan zat addiktif, serta orang tua dengan 

gangguan mental. 

¶ Faktor situasi keluarga, yaiitu keluarga yang terasing dari masyarakat, 

kemiskinan, rumah tempat tinggal yang padat, krisis dan tekanan 

kehidupan akibat masalah sosial, ekonomi, politik dan masalah interaksi 

dengan lingkungan. 

¶ Faktor anak, yaitu perilaku dan tabiat anak, penampilan fisik anak, 

kegagalan anak memenuhi harapan orang tua, dan anak yang tidak 

diinginkan. 

¶ Faktor budaya, yaitu kepercayaan dan adat istiadat mengenai pola asuh 

anak ddan hak orang tua terhadap anak, pengaruh pergeseran budaya ddan 

pengaruh media massa. 

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anak 

berdasarkan hukum pidana Islam, sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku 

penelantaran anak sangat bervariatif dari yang terberat hingga yang 

teringan. Karena dalam hukum Islam sanksi bagi pelaku penelantaran anak 

masuk dalam kategori jarimah ta’zir, yang berat atau ringannya hukuman 

diserahkan kepada penguasa atau hakim setemat. 

B. Saran 

     Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif, 

serta dapat dipertanggungjawaban dan dapat bermanfaat, maka ada beberapa saran 

yang ingin penulis ungkapkan yang kiranya dapat diperhatikan dan dilaksanakan 
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bersama mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, yaitu beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Perlu dipahami dan disebarluaskan pengertian dan pemikiran-pemikiran 

mengenai keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi, kepentingan 

umum, dan pemikiran-pemikiran yang positif yang berhubungan dengan  

penyelenggaraan perlindungan anak melalui sosialisasi kemasyarakatan 

yang bisa berupa pengajian atau yang lain. 

2. Kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua perlu adanya peningkatan 

dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak, serta  

3. pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berkisar yang 

teraniaya secara fisik, akan tetapi cakupan pengertian kekerasan terhadap 

anak secara luas. 

4. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang UU No. 35 

Tahun 214 tentang perlindungan anak serta akibat hukumannya atau 

sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak yang dapat disebarkan 

melalui sosialisasi kesekolah-sekolah ataupun pengajian umum. 

5. Di dalam Undang-Undang itu perlu adanya penegasan maupun 

pembaharuan dibidang legislasi berupa pembentukan peraturan 

perundang-undangan baru, untuk menuntaskan permasalahan terhadap 

pelaku penelantaran anak, sehingga aturan yang di cantumkan dalam UU 

tersebut bisa terealisasikan dengan baik dan memberikan efek jera kepada 

si pelaku. 
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